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Konsepsi prismatik menurut Fred W. Riggs (1964), sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahfud, dan Prof Arief ,  bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang meliputi : 
(1) Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme, dimana di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial; 
(2) Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “rechtsstaat” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum “the rule of law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan; 
(3) Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law); serta 
(4) Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (negara agama) tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi karena kuantitas pemeluknya.


    Berdasarkan pada konsepsi prismatik tersebut, lahirlah beberapa tuntunan sebagai landasan kerja politik hukum nasional, yaitu :  hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis berdasarkan hikmah kebijaksanaan dimana dalam pembuatannya harus menyerap dan melibatkan aspirasi rakyat dan hukum tidak hanya dapat dibentuk berdasarkan suara terbanyak (demokratis) tetapi harus dengan prosedur dan konsistensi antara hukum dengan falsafah yang harus mendasarinya serta hubungan-hubungan hierarkisnya; hukum bardasarkan toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti tidak boleh ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial, dimana hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik secara territori maupun secara ideologi;
Dengan konsep prismatik dan kaidah penuntun hukum yang khas sebagaimana yang telah diuraikan berdasarkan pendapat Prof Mahfud MD, dan Prof Arief  di atas, sebenarnya kita sudah mempunyai pegangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas jika kemudian ada hukum-hukum yang dipersoalkan karena dinilai keluar dari bingkai penuntunnya, dalam artian kalau memang ada produk hukum yang menyimpang dari empat kaidah penuntun itu, maka haruslah diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia agar dapat disesuaikan dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik.
Dalam konteks pengutan filosofis Pancasila dalam internalisasi ideology Pancasila Dalam Peraturan perundang-undangan, saya melihat  2 persoalan yaitu:

1. Terdapatnya kekosongan norma pengaturan  agar pancasila dapat diaplikasikan sebagai landasan filosofis peraturan perundang-undangan mengacu UU Nomnor 12 tahun 2011. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan nilai-nilai Pancasila tidak menjelma lebih konkrit sebagai norma dalam  peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Semata mata hanya sebutan bahwa landasan filosofis dalam konsiderans menimbang semata.
2. Lebih lanjut, dalam pengimplementasian nilai nilai Pancasila dalam peraturan perundang undangan maupun juga sebagai way of life bangsa dan Negara dealam kehidupan sehari hari perlu diatur dengan jelas seperti Tap MPR IItahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa, sehingga kemudian generasi muda dapat terhindar dari paparan radikalisasi atau uppaya meniadakan Pancasila sebagai dasar Negara dan grunds norm.
3. Argumennya adalah analog dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, lalu Pancasila siapa yang mengawal? Betul posisinya sebagi nmatahari, sumber dari segala sumber hokum di Indonesia, tetapi dalam praktek pembentukan perundang-undangan, tidak menutup kenmungkinan tidak dijadikannya Pancasila sebagai hal yang menjiwai peraturan perundang-undangan itu.
